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ABSTRAK


SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR (SPPBN) DI MBA RI-G. Indonesia telah menandatangani dan melaksanakan perjanjian safeguards sejak tahun  1980 dan Indonesia   menandatangani   perjanjian  Non Proliferation  Treaty  (NPT)  pada   tanggal   3 Maret 1970 serta meratifikasi menjadi UU No. 8 tahun 1978 pada tanggal 18 Desember 1978. Sebagai negara peserta NPT, maka  Indonesia harus menyelenggarakan State System of Accounting for and Control of Nuclear (SSAC) atau Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN), sehingga semua bahan nuklir dapat diawasi dan dikendalikan penggunaannya. Saat ini di Indonesia ada 7 fasilitas yang menangani bahan nuklir yang dikenakan safeguards. Berdasarkan Perka BAPETEN No.2/2005 yang pada awalnya berupa SK Dirjen BATAN No.362/DJ/IX/1994 dan berdasarkan SK Kepala Pusat Nomor 11/PLR/1/2007, dibentuk susunan tim Pelaksana SPPBN di MBA RI-G. MBA RI-G terdiri dari 2 KMP alir dan 2 KMP Inventory. KMP Alir, terdiri dari KMP 1, merupakan KMP Penerimaan Bahan Nuklir dari MBA lain dan KMP 2, merupakan KMP Pengiriman Bahan Nuklir ke MBA lain. KMP Inventory, terdiri dari KMP A, merupakan lokasi penyimpanan bahan bakar segar dan KMP B, merupakan lokasi penyimpanan bulk material dan lokasi lain selain lokasi di atas. Inspeksi rutin Physical Inventory Physic (PIV) dilaksanakan rutin setiap tahun di MBA RI-G dilakukan oleh Bapeten, sedangkan inspeksi PIV oleh IAEA tidak dilakukan setiap tahun, tetapi dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun. Dalam inspeksi dilakukan inventory verification  (verifikasi inventori), yaitu verifikasi terhadap inventori buku dan inventori fisik. Ada 2 macam inventory verification, yaitu Physical Inventory Verification (PIV) dan Interim Inventory Verification (IIV).

PENDAHULUAN

Akuntansi bahan nuklir telah dilaksanakan selama lebih dari 30 tahun oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), Indonesia telah menandatangani dan melaksanakan perjanjian safeguards sejak tahun  1980 dan Indonesia menandatangani perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT) pada tanggal 3 Maret 1970, serta meratifikasi menjadi UU No. 8 tahun 1978 pada tanggal 18 Desember 1978. Sebagai negara peserta NPT, Indonesia memberikan hak kepada IAEA untuk melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap penggunaan bahan nuklir yang ada di Indonesia serta mengharuskan Indonesia untuk menyelenggarakan State System of Accounting for and Control of Nuclear (SSAC) atau Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN), sehingga semua bahan nuklir dapat diawasi dan dikendalikan penggunaannya. Dengan adanya perjanjian tersebut, Indonesia terikat untuk tidak menggunakan bahan nuklir yang dimilikinya untuk membuat atau memiliki senjata nuklir tetapi hanya untuk tujuan damai. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemilikan senjata nuklir dengan berusaha menghentikan penyebarannya kepada negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir tersebut, khususnya negara yang secara potensial mampu memilikinya tetapi karena berbagai hal belum memilikinya. Perjanjian safeguards antara RI dengan IAEA didokumentasikan oleh IAEA sebagai dokumen INFCIRC/283. 

Pada tahun 1997 the Boards of Governors telah menyetujui Model Protokol Tambahan terhadap perjanjian safeguards (yang dipublikasikan sebagai dokumen INFCIRC/540). Sampai 19 Juli 2005 telah ada 102 negara yang menandatangani protokol tambahan, dan yang telah meratifikasi ada 69 negara. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Additional Protocol to Safeguards Agreement pada tanggal 29 September 1999 dan pelaksanaannya dimulai tahun 2000. Ruang lingkup safeguards ditambah dengan dengan Protocol Additional to Safeguards yang berdasarkan INFCIRC/540, sehingga semua kegiatan yang terkait di bidang nuklir. Dokumen ini mengharuskan pendeklarasian secara lengkap yang meliputi kegiatan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, dan yang terpenting memberikan akses secara luas kepada IAEA untuk mendapatkan informasi maupun masuk ke lokasi di dalam maupun di luar fasilitas yang sudah dideklarasi. 


Di Indonesia saat ini ada 7 fasilitas yang menangani bahan nuklir yang dikenakan safeguards, yaitu :
a. MBA RI-A

: Reaktor Triga  Bandung

b. MBA RI-B

: Reaktor Kartini Yogyakarta

c. MBA RI-C

: Reaktor Siwabessy Serpong

d. MBA RI-D
: Produksi elemen bakar nuklir PT Batan Teknologi

e. MBA RI-E

: Instalasi Elemen Bakar Eksperimental , PEBN

f. MBA RI-F

: Instalasi Radiometalurgi PTBN

g. MBA RI-G
: Kanal Hubung – Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3) -  PTLR

STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Perka BAPETEN No.2/2005 yang pada awalnya berupa SK Dirjen BATAN No.362/DJ/IX/1994 setiap fasilitas harus memiliki organisasi SPPBN, struktur organisasi tersebut terdiri dari Pengusaha Instalasi Nuklir, Pengawas Inventori Bahan Nuklir dan Pengurus Inventori Bahan Nuklir. Untuk melaksanakan SPPBN, Pengawas dan Pengurus inventori bahan nuklir harus mendapat Surat Ijin Bekerja (SIB) dari BAPETEN. Berdasarkan SK Kepala Pusat Nomor 11/PLR/1/2007, susunan tim Pelaksana SPPBN di MBA RI-G adalah  :
1. Pengusaha Instalasi Nuklir bertanggung jawab atas :

· Dipatuhinya sistem pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir dan dokumen lampiran fasilitas yang terkait.
· Penyusunan instruksi tertulis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir sesuai dengan lampiran fasilitas.

2. Penanggung jawab pelaksana SPPBN bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN) pada fasilitas KH-IPSB3, mengawasi dipatuhinya peraturan tentang SPPBN dan instruksi tertulis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPPBN.
3. Pengawas Inventori Bahan Nuklir mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai pengawasan bahan nuklir. Pengawas Inventori Bahan Nuklir bertugas membuat laporan : 

· Inventory Change Report (ICR) 

· General Ledger (GL)

· Physical Inventory Listing (PIL)

· Material Balanced Report (MBR) 

· Summary.

4. Pengurus Inventori Bahan Nuklir (Key Measurement Point A= KMP A)
5. Pengurus Inventori Bahan Nuklir (Key Measurement Point B= KMP B)


Pengurus Bahan Nuklir mempunyai tugas :
· Membuat catatan atau rekaman segala kegiatan , keadaan di KMP
· Membuat dan menyampaikan laporan kepada pengawas Inventori Bahan Nuklir 

· Menyiapkan dan melaksanakan inventori fisik dalam lingkup tanggungjawabnya.

Setiap fasilitas harus mempunyai dokumen pembukuan yang memuat catatan atau rekaman tentang kualitas setiap jenis bahan nuklir yang ada, distribusi di fasilitas dan perubahan yang mempengaruhi. 

Pengurus Inventori Bahan Nuklir berkewajiban untuk membuat laporan :

· Internal Material Transfer (IMT)

· Inventory Change Document (ICD)

· Subsidiary Ledger (SL)

· Physical inventory item List (PIIL)
· Denah dan catatan operasi
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Gambar 1.  Skema struktur organisasi bahan nuklir

PELAKSANAAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN BAHAN NUKLIR (SPPBN)



Sebelum pelaksanakan safeguards, instalasi nuklir harus menyampaikan Design Information   Questionnaire (DIQ). Dokumen instruksi tertulis ini menjadi panduan untuk mengembangkan organisasi pertanggungjawaban dan pengendalian penggunaan bahan nuklir. Uraian tertulis ini meliputi informasi tentang bentuk dan jumlah, lokasi dan bahan nuklir yang digunakan, fitur fasilitas yang mencangkup uraian tentang fasilitas, tata letak dan prosedur pengendaliannya. Apabila ada perubahan, DIQ dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangannya dan harus dilaporkan ke IAEA melalui Bapeten.

Implementasi perjanjian safeguards diatur melaui SK Ka. BAPETEN No. 13/Ka-BAPETEN/VI-99 yang direvisi menjadi Peraturan Ka. BAPETEN No.02/2005 yaitu tentang Sistem Pertanggung jawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir, memuat antara lain: 

· Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak instalasi nuklir dalam rangka safeguards

· Pembuatan laporan, inventarisasi, subsidiary arrangement yang menguraikan secara rinci tentang bagaimana prosedur pelaksanaan dari perjanjian dan lain-lain.

Dalam peraturan tersebut, Bapeten ditetapkan sebagai instansi yang berwenang (State Level) dalam menyelenggarakan   Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (SPPBN) dan ditetapkan pula bahwa fasilitas nuklir adalah sebagai operator (Facility Level). SPPBN bertujuan untuk mengatur tata cara pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir dan mendeteksi kemungkinan  hilang, atau penggunaan atau pemindahan bahan nuklir secara tidak sah. KH-IPSB3 adalah salah satu fasilitas nuklir yang ada di Indonesia dengan Kode MBA (Material Balance Area, Daerah Neraca Bahan) untuk KH-IPSB3 adalah RI-G. MBA adalah daerah di dalam atau di luar fasilitas yang ditetapkan sebagai daerah dimana:
a. Jumlah setiap bahan nuklir yang masuk ke dalam atau ke luar dari MBA dapat ditentukan.

b. Inventori fisik bahan nuklir di setiap MBA, jika dibutuhkan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

MBA RI-G terdiri dari 2 KMP alir dan 2 KMP Inventory. Key Measurement Point (KMP, Tempat Pengukuran Pokok), adalah tempat dimana bahan nuklir berada dalam bentuk yang dapat diukur untuk keperluan penentuan alur atau inventori bahan nuklir. 
1. KMP Alir, terdiri dari :

a. KMP 1, merupakan KMP Penerimaan Bahan Nuklir dari MBA lain

b. KMP 2, merupakan KMP Pengiriman Bahan Nuklir ke MBA lain.

2. KMP Inventori, terdiri dari :

a. KMP A, merupakan lokasi penyimpanan bahan bakar bekas

b. KMP B, merupakan lokasi penyimpanan bulk material dan lokasi lain selain lokasi di atas.
INTEGRATED SAFEGUARDS (KENDALI BAHAN NUKLIR TERPADU)

Integrated Safeguards mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2003. Beberapa keuntungan  dari Integrated Safeguards ini, antara lain :
· Suatu kepercayaan Internasional yang diberikan kepada Indonesia bahwa program nuklir yang ada di Indonesia benar-benar hanya untuk maksud dan tujuan damai.

· Indonesia dapat mengakses teknologi nuklir dan peralatan nuklir yang manapun yang dikehendaki, karena dunia tahu tentang program nuklir di Indonesia.

· Satu syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia adalah agar kepada inspektur Safeguards diberikan visa multiple entry selama satu tahun untuk masuk ke Indonesia dengan paspor IAEA untuk Unanounced Verification .

· Recognation International kepada BAPETEN sebagai lembaga mandiri dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional sesuai standar internasional.
MBA RI-G
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Gambar-2. Diagram Alir Perpindahan Bahan Nuklir di MBARI- G

Berdasarkan Integrated Safeguards, inspeksi rutin PIV (Physical Inventory Physic) dilaksanakan setiap tahun di MBA RI-G dilakukan oleh Bapeten, sedangkan inspeksi PIV oleh IAEA tidak dilakukan setiap tahun, tetapi dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun dan itupun sifatnya acak (random), inspeksi rutin diserahkan sepenuhnya kepada BAPETEN.


Dalam inspeksi dilakukan inventory verification  (verifikasi inventori), yaitu verifikasi terhadap inventori buku dan inventori fisik. Ada 2 macam inventory verification, yaitu :
1. Physical Inventory Verification (PIV)

Physical Inventory Verification (PIV) adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk mengkonfirmasikan catatan operator tentang jumlah bahan nuklir dalam masing-masing batch terukur maupun berdasarkan perkiraan yang ada pada saat tertentu di dalam MBA. PIV dilakukan mengikuti atau bertepatan dengan periode tutup buku. Physical Inventory Taking (PIT) adalah proses pencatatan semua inventori fisik di dalam suatu MBA.

2. Interim Inventory Verification (IIV)

Interim Inventory Verification , verifikasi ini dilakukan tidak bersamaan dengan periode tutup buku Bahan Nuklir tetapi dilakukan dalam waktu tidak tentu.  

PENUTUP
Indonesia menandatangani perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT) pada tanggal 3 Maret 1970 dan meratifikasi menjadi UU No. 8 tahun 1978 pada tanggal 18 Desember 1978 dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Additional Protocol to Safeguards Agreement pada tanggal 29 September 1999 dan pelaksanaannya dimulai tahun 2000. Berdasarkan Perka BAPETEN No.2/2005 yang pada awalnya berupa SK Dirjen BATAN No.362/DJ/IX/1994 dan berdasarkan SK Kepala Pusat Nomor 11/PLR/1/2007, dibentuk susunan tim Pelaksana SPPBN di MBA RI-G. MBA RI-G terdiri dari 2 KMP alir dan 2 KMP Inventory. KMP Alir, terdiri dari KMP 1, merupakan KMP Penerimaan Bahan Nuklir dari MBA lain dan KMP 2, merupakan KMP Pengiriman Bahan Nuklir ke MBA lain. KMP Inventori, terdiri dari KMP A, merupakan lokasi penyimpanan bahan bakar segar dan KMP B, merupakan lokasi penyimpanan bulk material dan lokasi lain selain lokasi di atas. Inspeksi rutin Physical Inventory Physic (PIV) dilaksanakan rutin setiap tahun di MBA RI-G dilakukan oleh Bapeten, sedangkan inspeksi PIV oleh IAEA tidak dilakukan setiap tahun, tetapi dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun. Dalam inspeksi dilakukan inventory verification  (verifikasi inventori), yaitu verifikasi terhadap inventori buku dan inventori fisik. Ada 2 macam inventory verification, yaitu Physical Inventory Verification (PIV) dan Interim Inventory Verification (IIV).
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